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Omnibus Law

* Memudahkan investasi asing dengan mempermudah dan
menghilangkan hambatan birokrasi.

* Merugikan buruh — pasar perburuhan lebih kompetitif (PHK semakin
mudah dan murah).

* Persyaratan lingkungan hidup yang ketat dilonggarkan.

 Mengambil kewenangan dari daerah dan Lembaga-Lembaga lain
untuk mempercepat pelayanan dan investasi bisnis.



Pertanyaan

* Mengapa pemerintah membuat Omnibus Law — RUU Cipta
Kerja?

* Bagaimana proses perumusan dan pembahasan Omnibus
Law — RUU Cipta Kerja?



Indonesia Peringkat Kelima Terendah
di ASEAN dalam Kemudahan Bisnis

Indikator Kemudahan Berbisnis 2020
Sumber : World Bank, 2019
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Peringkat kemudahan berusaha Indonesia

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Overall Ease of Doing Business rank 114 109 91 72 73 73

Component rank:
Resolving insolvency 75 77 76 38 36 38
Enforcing contracts 172 170 166 145 146 139
Protecting minority investors 43 88 70 43 51 37
Starting a business 155 173 151 144 134 140
Getting electricity 78 46 49 38 33 33
Registering property 117 131 118 106 100 106
Getting credit 71 70 62 55 44 48
Dealing with construction permits 153 107 116 108 112 110
Paying taxes 160 148 104 114 112 81
Trading across borders 62 105 108 112 116 116

Source: World Bank.



Global Competitiveness Index 2020

2020

SOURCE: TRADINGECONOMICS.COM | WORLD ECONOMIC FORUM



Global
Competitiv
eness Index
2020 —
detailed
indicators
and ranks

Performance OverviewKey < Previous editon A Lower-middle-income group average ] East Asia and Pacific average
2019

Overall Enabling Human Innovation
Score Environment Capital Markets Ecosystem
Bet sGP FN sGP HEG sGP HEG OiN USA DEU

KOR (33 @) CHE
=)

- o

70 o 0 & 0 o
o A .
50 A © A a
A
" A A A A A
Pay
%0
30 a
20
10
50th S1st 72nd 72nd S54th 96th 65th 49th 85th 58th Tth 29th 74th

Overall InsStusas Infastruchse CcT Macro- Heath Skils Product Lbowr Francal Market Business nrovasan
adapson economc market market system size dyname=m capabiity
stabiity

[k 141



«s CP12019

Score Clean

40

85

Corruption
Perception
Index




Data Pendukung CPI Indonesia
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Economic Intelligence Unit
Prosedur yg jelas & akuntabilitas

3N3 pudiik

nyaiahgunaan pada

sumbercaya publik
- Profesionalisme aparatur sip

Audit independen

Global Insight
Risiko individu/perusahaan dalam
menghadapi praktik korupsi dan
suap untuk menjalankan bisnis

Political & Economic Risk
Consultancy

WJP - Rule Of Law Index

Varieties of Democracy




* Korupsi dala.m . Indonesia CPI Data Dynamics
pelayanan bisnis 5 Years

dan investasi telah
mengalami
perbaikan.

* Korupsi peradilan
dan korupsi politik
yang justru

menyebabkan skor
rendah CPI.




Mengapa pemerintah membuat RUU Cipta Lapangan
Kerja?

* Indonesia berkompetisi dengan negara-negara Asia lain untuk
menarik investasi asing.

* Investasi asing dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja, meningkatan penerimaan negara, dsb.

e Secara umum, Indonesia telah memperbaiki iklim investasi.

 Selain kemudahan birokrasi dan pelayanan bagi bisnis, ada faktor lain:
jaminan investasi, korupsi dan berbagai aspek dalam kelembagaan.

* Problem kelembagaan: demokrasi patronase (korupsi politik) dan
korupsi peradilan.



Bagaimana proses pembahasan Omnibus
Law?

* Proses pembahasan Omnibus Law terkait dengan dinamika politik.

* Menguatnya gerakan populis Islam dan persoalan ketimpangan
ekonomi dan politik.
* Menurunnya demokrasi dan penggunaan strategi otoriter sebagai

respon terhadap gerakan populis Islam. Pemerintahan Jokowi
memperbesar koalisi untuk melemahkan dukungan bagi populis

Islam.

 Karakteristik Presiden Jokowi — background non-elite, tidak mendapat
dukungan penuh dari parpol, dibatasi dua periode yang singkat =
butuh output nyata.
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Kritik atas pembahasan Omnibus Law

 Membatasi partisipasi publik. Jika tidak setuju, diarahkan ke MK karena
Presiden merasa telah mendapatkan dukungan dari elit (memperbesar
koalisi, merevisi UU KPK).

* Omnibus Law berpotensi menurunkan akuntabilitas praktik bisnis dan
investasi untuk menarik modal global masuk ke Indonesia.

 Omnibus Law mengakomodir kepentinﬁan bisnis (dan elit) dan pada saat
yang sama membatasi partisipasi publik.

* Potensi korupsi justru akan semakin membesar karena institusi
akuntabilitas semakin dilemahkan.

* Pembahasan Omnibus Law merefleksikan politik periode kedua Jokowi.
Kompromi dengan kepentingan elit, menurunkan akuntabilitas, membatasi
partisipasi, mengiunakan cara-cara otoriter sebagai respon atas
menguatnya gerakan populis Islam dan berbagai protes lain.



Penutup

 Dari survey persepsi korupsi (CPI), problem di Indonesia bukan pada
pelayanan bisnis dan investasi tetapi justru pada praktik korupsi
peradilan dan korupsi politik yang berakar pada demokrasi patronase.

* Sistem politik demokrasi mengatur agar semua pihak dilibatkan,
semua aspirasi ditampung, dan kebijakan publik dirancang agar tidak
merugikan kepentingan publik. Demokrasi membutuhkan waktu lama

karena hendak memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal.

* Pembahasan Omnibus Law membutuhkan waktu lama untuk
memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan membuka celah bagi

praktik korupsi.



Politik makan siang ala Jokowi

Jumat, 27 September 2013 08:08
Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo

Jokow! tanam pohon di Waduk Rla Rio. ©2013 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, nampaknya punya jurus jitu
buat berkomunikasi dan meredam warganya yang tak sepaham. Caranya tak perlu
aneh-aneh, apalagi sampai melakukan pemaksaan.

Buat Jokowl, sapaan Joko Widodo, caranya cukup bertemu dengan pihak yang
memiliki aspirasi lewat jamuan makan siang. Ternyata hal itu cukup ampuh
membantu mengomunikasikan keinginan pemerintah daerah supaya diterima

warganya.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengajak makan siang perwakilan warga yang
tinggal di sekitar Waduk Pluit, Jakarta Utara, di Balaikota Jakarta (Selasa siang, 25/6).
Selama ini, rencana normalisasi Waduk Pluit mendapat perlawanan sengit dari warga.




Sekian dan terima kasih



